
LEMBAR'\N DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 52 TAHUN 2OO8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOftIOR A4 TAHUN 2OO8

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDeS )

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG I,{AHA ESA

BUPATI KONAWE,

Menimbang : a. bahwa datam rangka ffi€fldukurrg
penyetenggaraan otoncrni desa, maka perlu
meningkatkan dan mengembanghan
pengelotaan potensi sumber daya ekonomi
desa sebagai satah satu surnber pendapatan
desa;

b. bahwa pengetotaan sumber daya ekonomi
desa membutuhkan manajemen Yang
professiorrai dan dinamis datam suat wadah
Badan Usaha Mitik Desa ( BUMDeS );

c. bahwa tata cara pembentukan BUMDeS

pertu diatur dengan Peraturan Daerah
Kabupat-en Konawe;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan httruf a, b
dan c di atas perlu menetapkan Pe:'aturan
Daerah Kabrrpaten Konawe tentang
Pembentukan dan Pengetoiaan Badan Usaha

Mt'ti!< Desa (BUrvtDes ).
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Mengingat : 1.

2.

3.

4.

5.

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959

tentang Pembentukan Daerah - Daerah

Tingkat ll di Sutawesi (Lembaran Nega-ra

Tahun 1959 Nomor74, Tambahan Lembaran
Negara Nornor 18271;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rl

Nomor 4389);
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2404
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negar"a Tahun 2004 Nomor 60 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839 )

sebagaimana tetah Ciubah dengan Undang-

Uridang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nor,ror 3 Tahun 2005

tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-UnCang (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tarnbahan
Lembaran Negara Nomol '+548);
Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan 3ntara
Pemerintah Pusat dan Daei"ah (Lembaran

Negara Nomor 126 Tahun 2004, Tanbahan
Lembaran Negara Nonror 4438)
Peraturan Petnerintah Nomor 72 Tahun 2O05

tentang Desa ( Lembaran Negara

Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4587)
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Eengan Persetujuan Bersama

DEWAN PER.WAKILAN RAK.YAT DAERAH
dan

BUPATI KONAWE

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAEMH KABUPATEN KONAWE
TENTANG PEIABENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA IrtlLlK DESA
( BUMDeS )

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud ciengan :

1. Bupaii adatair Bupati Konawe.
7. Pemerintah Daerah adatah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

un5ur penyelenggaia pemerintahan daerah.
3. Desa atau yang discbut dengan nama tdin, setanjutnya disebut

Desa, adatah kesatuan masyarakat hukum yang memitiki batas
batas witayah yang ben^renang untuk mengatur dan mengurt s

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati datam Sistem
Pelnerintahan Negara Kesatuan Repubtik lndonesia.
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4. Pe':lenniai; Desa ac'alah oeny-etenqgaraan urilsan pemerintahan
i:iei; '-erl riniah Desa ilan Badan Fer;'rrr:syawar-atan Desa ciaiam
l.-,eris.a:,ri clart mengui'us keprent.inlan masyarakat seternpat
berciasarkan asal usul rjan adat istjadat setempat yang diakui
darr dihorrnati daiam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Dnn.,i-.i!, lnlnn.-'cir!\--UUUri\ ll lUVl lCJlq.

5. Perrrenntah Desa ataij yang orsebut dengan nama lain adatah
Kepa{a Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyetenggara
Pemenntahan Des..

6. BaCan Permusyawaratan Desa atau ,,ang C:sebut dengan nama
i::i:, :cl:njut:ir-a disingkat BPD, aciatah lembaga yang
mei-upai(an perwujucian ciemokrasi datam penyeienggaraan
Pemerintahan Desa seb:igai un>ur penyelenggara pemerintah
desa.

7. Len:5aga Kentasyarakatan Des.r atdu yarrg disebut dengan nama
tain adatah lembaga yang dibentuk oteh masyaraKat sesuar
dengan kebuiuhan cian merupakan mitra Pemerintah Desa ciatam
men bercjayakan masya:akat.

8. peraturr;r uesa a,iatah Peraturan Perundang - Undangan yang
dibuat oteh BPD bersama Kepata Desa.

?. Keputusan Desa adatah semua keputusan yang telah ditetapkan
oleh l.eoata desa seteieh dimusvawarahkan / dimufakatkan-t_ '- '--) "

dengan Badan Permusyawaiatan Desa (BPD).
10.Usaha Ekonom: Masyarai<at adalah S€rrrud usahe' ekc:ronri yang

diusalrakan dari, cteh dan r;ntuk masyarakat baik secara
perorangan atau secara ketompok.

1 1. Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan adatan suatu lembaga yang
bergerak di bidang Perkreditan dan merupakan mitik masyarakat
yang dtusahakan serta diketota oteh masyarakat perdesaan.

12.3adan Usaha Mitik Desa setanjutnya disebut BUMDes adatah
Badan Usaha yang dimitiki <,'teh Pemerintah Desa bersama
masyarakat setempat dan diketota terpisah dari
penyetengga raan pemerintah desa.
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13.i.(omi;ar-is ( rrenasehai )aiatah oi-ang - orang yatrg d'rduk daiam
,--'!'ganiSaS! keili:ngt-t''usan Sadan USalra rt:irtrk DeSa, yang Ciitun-iuk

cic-i: n:asi'a:-akai sesuai kebutunan seiempat berdasari.,an

rT'rusyr6v731ah iesa Can ter'itn dai-i unsur 
^epaia 

Desa' Pei-angkat
desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

r4.Direk.si adaLah orang yang dipercaya oleh masvarakat sebagai
petaksana cperasional Badan Usaha Mitik Desa ( BtJMDes ).

BAB II

TATA CARA PE,U3sNTU KAN

Pasat 2

il) Datam rangka mengcmbangkan usaha masyaiakal desa dan
mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, di desa
dapat mendirikan dan mengembangkan BUrv{Des.

(2) Pennbentuka.n Bl-lMDe: di desa dimaksudk3n menampung seturuh
kegiat;n perekortomian ldrtg Cir,"ijukan untuk peningkatan
pendapatan masyarakat, baik perekonomfan yang berkembang
:nenurut adat istiadat dan budaya masyarakat setempat maupun
kegiatan p:'og:'am r protek dari Pemenntah Daerah yang
diserahkan kepada masyarakat yang sumber dananya herasal
dari bantuan luar negeri maupun bantuan pihak ketiga lairrnya.

(3) BlJMDes merupakan satu kesatuan dari tembaga perekonomian
masyaraka'r yang ada di desa yang terus menerus dipetihara oteh
masyarakat setempat menurut kearifan tokal.

Pasal 3

Tujuan perrgembangan Badan Usaha Mitik Desa adatait untuk :

a. Menghiirdarkan anggota masyarakat Desa dari pengaruh
peminjaman uang dengan bunga tinggi yang merugikan
iInS;r312!a31.
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b. Meningkatkan peranan masvarakat desa ci. :am mengeiclla
bantuan mcdal yang berasai cai'i Perien'iitah. l-'e;-'r'tsrjni,ah Desa
dan iari sumber sunrber [ain va,,g sai-,.

c- A4e;leiihai-a can nreningkatlian adat ke5:araait ri€jrgciong ft)ycnq
untuk gemai' menabung secara -,_eriib. rc=i diut-. bei-maniaat dan
berketanjutan.

d. Mendorong tumbuh dan berkcnbangnya l.,egiatan ekonorni
masyarakat desa-

e" MenCcrong perkembangan usaha sektor infcrmal untuk dapat
menyerap tenaga kerja bagi masyarakat ci ciesa.

f. Mcningkatkan kreativitas ber-wirausaha anggota masyarakat desa
yang berpenghasitan rendah.

Pasal 4

Prinsip dasar daiam mendirikan/pembentukan BUMDes :

a. Pemberdayaan, memit:ki makna untuk meningkatkan
kemampuan masyarakat, ketertibatan masyarakat dan tanggung
jawab masyarakat-

b. Kebei'agaman, bahwa usaira i.egiaiarr rr':.lsyi1r'akdi rrrenriliki
keberaganan usaha, dan keberagaman usaha di;naksud sebagai
bagian dari uni' usaha i,UMDes tanpa rnengurangi sratus
r,.eberadaan drn kepemitikan usaha ekonomi masyarakat yang
sudah ada.

c. Partisipasi pengetotaan harus mampu nrewujudkan peran aktif
masyaral<at agar senantiasa memitiki dan turut serta
bertanggung javrab terhadap perkembangan ketangsungan
BUMDes.

d. Demokrasi, mempunyai makna bahwa dal.am mengetcla
didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus
drsetenggarakan datam perspektif penyetenggaraan acministrasi
keuansan vans benar.
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Pasal 5

(1) BUMDes dapat didin'kan berdasarrart inisiatif Pemei-intah Desa

dan atau rnasyai'akat bcrdasarkar.r nrus'rrowdFdh wargE desa
dengan mempertimbangkan :

a) Potensi usaha ekonomi masyarakat
b) Terdapat unit kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang

rlil,nlnll ".^-iri lunnnnrr+if cnnarri Iltrn CD ! CDRdf Mp-\jiK€itJi,- 5s-Ldi cl AvvPqa dLi i , -gF.:a r-i \JLL'-J. r Lrr Lrrvl. vl I -

PPK, PZKP cian tembaga sejenis yang ada di desa
bersangkutan.

c) Terdapat kekayaan ciesa yang diserahkan untuk diketota
sebagai bagian ciari usaha desa.

(2) BUMDes dapat didirikan, jika Pe:-nerintah Desa dan masyarakat
mempunyai :

a) Penyertaan modal dari Pemerintah Desa yang bersangkutan
datam bentxh kekayaan Ceqa yan: diserahkan dan terpisah
dari oerigelotaan penyetenggaraan Pemerintah Desa.

bl t)izit Usaha Lembaga Ke,rangan Ma.yarakat yang diserahkan
dan menjadi bagian unit usaha BljMLtes. Lembaga K.euangan
masyarakat dimaksud sudah terdaftar di Desa dalam bentuk
Keputusan Kepal.a Desa yang didtengkapi d:ngan Anggarair
Dasar Can Anggarar; Runrah tangga (AD/ART) tembaga
keuangan dimaksud.

pasal ,j

/'\ kliArlr^. ai*^rrnl.-^ ,{^^^.^ D^-,r..-^^ n^-- ',{h^ }r^raraalzr.}sn
t I , u\rrvrt,,s) \rlLsLqPnqr r ugi r50l i l-gr oLur qr r r,r(:Jq yqr 15 iJgr )or r5r\uLol I

dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Konawe.
(2) Pengaturan Jenis usaha dan pengelotaan BUMDeS diatur datam

Keputusan Kepata Desa.
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(3) Jenis usaha sebagaimana oi;;1aksud pada ayat {2) dapat berupa :

a) unii Jasa Keuangan : Simpan pinjam dan perkreciitan.

Ui Unit jasa tain : ' istrik Desa , Teiekomrinika-,j
desa, Pengetolaan iimbah buangarr
sarnPah, angkutan PenYeberangan

c) Unit Pasar
sungai, angkuian Perdesaan

: Pengetotaan Pasar De,a dan atau
pasar tradisionat, Pe,lYaturan 9

(sembil.an) bahan pokok, penyaiuran
dan penyediaan saprodi, pertanian.
peternakan, Pengelotaan temPat
peietangan ikan.

d) Unit industri kecit dan kerajfnan rumah tangga, dan
e) Kegiatan perekonomian desa lainnya.

Pasal 7

(1) Badan Usaha Mitik Desa tJapat dikembangkan serta diketota otei-,

masyarakat, baik secai'a berketompok atau bersama sebagai

usaha patungan dan pembentukannya ditetapkan dengan
Peraturan desa-

(2) Datam hat Badan Usana Mitik Desa yang ditakukarr oteh dua lesa
atau lebih, maka pengembangannya Jitakukan dengat,

Keputusan Bersama Antar desa yang bersangkutan-
(3) Perat-uran Desa atau Keoutusan Dersama Antar desa

sebagaimana dimaksud datam ayat (2) pasal ini disampaikan
kepada Bupati setambat - larrbatnya 14 (e:-:pat bela>) hari sejak
tangga[ ditetapkan untuk ditakukan penitaian-

(4) Apabita Peraturan Desa dimaksud bertentangan dengan
Peraturan Perundang - undangan yang bertaku, maka Bupati
dapat membatalkan Peraturan Desa tersebut rJan

pemberitalruan pembatatan Cisalnpaikan setambat - tambatnya
14 (empat betas) hari sejak tanggal diterimanya Perat-uran Desa

tersebut oteh Supati.

Print @ Syarman &g Hukum
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(5) Badan Usaha ;tiitik Desa sebagaimana ciimaksud ayat ('!) dan ayat
(2) pasai ini berkedudukan di l-lesa.

BAB III

KEPENGURUSAN

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Kepengurusan terdiri dari ;

a) Dewan Komisaris ( Penasehat )
b) Direksi ( Pelaksana operasional )
c) Kepata Unit Usaha.

(2) Ketua Dewan Komisaris ( penasehat ) secara ex officio dijabat
oleh Kepata Desa yang bersalrgkutan.

(3) Direksi dan Kepata Unit Usaha, ditunjuk oleh masyarakat
setempat berdasarkan musyawarah yang dituangkan datam
Berita Acara.

(4) Kepengurusan ditetapkan dengan Keputusan Kepata Desa dan
disampaikan kepada Bupati metatui Can:at.

Pasal 9

(1) Dewan Komisaris sebagai penasehat BUMDes datam metakukan
tugasnya berkewajiban :

a) rtAennberi nasehat- kepada Direksi cian Kepaia ijnii. .rsaha
datam metaksanakan pengelotaan BU/vtDes.

b) Memberikan saran dan pendapat mengenai masatah yang
dianggap penting bagi pengelotaan BUMDes.

c) Mengawasi petaksanaan kegiat:n usaha apaLlila terlarti oeiala
menurunnya kinerja kepengurusan.

{2) Untuk metaksanakan kewajibannya Dewan Komisai-is mempunyai
kewenangan :

9
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,S.emi;rta penjetasan dan pengurus mengenai
yang menyangkut pengetolaan usaha desa.
r\{el'indunqi usaha desa ter-hadap hai
nnerusak kelangsungan dan citra BUMDes.

segata persoatan

hai yang dapat

Pasat 10

(1) Pemitihan Direksi dan Kepata Unit Usaha dipitih berdasarkan
pei-sfar atail seh,agai berikut :

a) Warga desa yang !;rempunyai jiwa wirausaha
b) Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang - kurangnya

2 (dua) tahun.
c) Berkepribadian bail<, jujur, adit, cakap, berwibawa penuh

pengabdran ternadap perekonomian desa.
d) Penoidikan yang mernadai minimal SLTA.

(2) Masa bakti kepengurusan ttireksi dan Kepata Unit Usaha
disesuaikan dengan kondisi dan situasi dengan masyarakat
setempat dan dapat diberhentikan apabita:
a) Teiah setesai masa baktinya.
b) Karena meninggal dunia.
c) l(arena mengundurkan diri.
d) Tidak dapat metaksanakan tugas dengan baik sehingga

menghembat pertumbuhan dan perkembangan badan usaha
desa.

e) Karena tersangkut tindak pidana.

(3)Kepengurusan BUMDeS mendapat tunjangan penghasitan yang
besamya disesuaikan derrgan kemampuan dan keuntungan
usaha sebagaimana diatur pada Pasat 13 ayat (2) .

Prinl @ Syarman &g. Hulon
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Pasal 1 i

ii; Tirgas Direksr dan K.epata '.lnii Usaha
ai &/iengembangkarr ciarr rnembina Badan Usaha agar *.umbuh

Can berkembang menjacii Lembaga yang dapat metayani
kebuiuhan ekonomi warga masyarakat.

b) Mengusahakan aga!- tetap tercipta pelayanan ekonomi Desa
yang adit dan merata.

c) Mernupuk usaha kerja sama dengan lembaga-tembaga
perekono,nian lainn''a yang acia ciiciesa.

d) M.enggati dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk
i;en;nglratkan penciapatan asti desa.

e) Memberi laporan perkembangan usaha kepada masyarakat
desa melatui forurrr musyawarah desa minimal 2 (dua) kati
datam setiap tahun.

(2) Kewajiban Direksi dan Kepata Unit
a) Kepala Unit usaha wajib menyampaikan laporan setiap butan

teriatan keoada direksi mengetrai :

= Lapotan Keuangan Unit Desa
. Progres kegiatan datam butan berjatan

b) Direksi menyampaikan laporan dari seturuh kegiatan usaha
kepada komisaris setiap tiga butan sekati

c. Laporan secara keseturuhan datam 6 butan harus diketahui
oteh vrarga desa dalam su!-at rembug/musyawarah desa.

BAB IV

PERMODALAN

Pasa[ 12

(1) BUMDes mendapatkan modal pangka! untuk metaksanakan
kegiatan-kegiatannya dari kekayaan Desa atau kekayaan desa
yartg dilrisahkan dari nnggaran Pendapatan dan Eetanja Desa,
serta dari lembaga keuangan yang ada di Desa dan dari kegiatan
progranr / prcyek yang sudah diserahkan kepada rnasyarakat.

t4
!.t
:l

:
:.
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(2) EUMDes dapat rTlempr oteh rrociaI dari bantuan Pemerintah dan
Pernen'ntah Daerah cjan sur"rber iaji-r yang sah can tidak
mengik-c sesuar eiengan perairjrat pi.l-:_indang-undanqan.

(3) BL,i*Des dapai nelrilei-olrlh i'eii-_rirfsjallii elan peryeriaan modai
pihak ketiga yang hak-hak keper-nirixannya dratui- dalam
Anggara;i Dasar dan A,nggaran Rumah Tangga (AD/ART).

(4i BUMDes dapat mernperoleh tambahan permodatan dari
pinjaman rne[aiui tembaga keuangari perbankan atau tainnya
yang pengaturan pinjamannya diiakukan oleh / atas nama
Pemerintah Desa darr diatur da[am peraturan Desa.

3,{B V

BASI HAs!L USAHA

Pasal 1 3

(1) Tahun Anggaran BUMDes adatah menggunakan sistem katender
va:tu dimutai tanggal 1 januari dan berakhir sampei denqan 31
Desemi rer tahun bc-rjalan.

(2) Hasit usaha BUMDes setiap tahun, dioergunakan untuk :

a) Pemupukan Modal usaita sebesar : 4oyo
b) lnsentif pengurus, Ka; desa cjan ciayra : 5O %

OperasionaI
c) Lain - Lain

d. Ketentuan mengenai besamya bagi hasit usaha dan kewajiban
masing-rnasing unit usaha yang sudah menjadi BUMDes diatur
datam Peraturan Desa masing-masing dengan berpedoman pada
Peraturan Daerah Kabupaten Kcnawe.

: 1O%
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EAB Vi

PERIKNTAN / KTR..JA SAiVIA DENGAN PiiIAK KfI IGA

Pasal 14

(1) BUMDes dapat rnembuat perikana i kerja sama dengan pihak

ketiga dengan ketentuan '

iZ) Apabita pei-ikatan / k.erja sar.na dimaksud rnemerltrkan iaminan
hai-ta benCa yang dirriiliki atau diketcia BUMDes, yang

menqakibatkan beban hutang. maka rencana perikatan / kerja
sama tersebut harus mendapat persetujuan K.omisaris dan

disetujui oten rnasyarakat ciatam musyawarah ciesa.

{3) Apabita perikatan / kerja 53ma dimaksud iidak memertukan
jaminarr harta benCa yang dimitiki atarr diketoia BUMDeS tian
tidak mengakibatkarr bebarr i,triar:3, inaka .-eilcana perikatan
k':rja sama tersebut diberitahukan kepada komisans.

BAB VII

MEKANIST{E PENGELOLAAN DAN
PERTANGGU NGJAWABAN

Pasat 15

(1) Pengetotaan Kegiatan BUMDes harus ditakukan secara. transparan
artinya dapat diketahui, diikuti, dipantau dan dievaiuasi oleh
waroa masyarakat desa secara tua:.

(2) Peneetotaan kegiatan hai'us akuntabet, memiliki kaidan yang
\-/ ' -_'9-_-'--'

bertaku sehingga dapat diperianggung jav.'abkan kepada warga
rnasvarakat-

Print @ S;,arman &4 Hukun
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(3) Warga masyarakat iertibat secara akiif dalanr pi oses
p€r sflcdr1d3o, Detaksanaan, penqav{asan Can pelestan'an
kegiatan

(4) Pengetctaan kegiatan pertu berkelanjutan, yang dapat
memberikan hasil cian manfaat kepada warga masyarakat.

(5) Pengeintaan kegiatan pertu akseptabet. 1'akni bei'dasarkan
kesepakatan antar petaku datam warga masyarakat desa
sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak

Pasat 16

' (i) Perta,rggungjawaban BUMDes, ditakukan sebagaimnna lazirnnya
' yang bertaku di masyarakat, yakni berdasarkan ketentuan yang

bertaku.:' (2) Sistem petapo;'an kepada masyarakat maupun kepaoa pihat{ -

pihak tertentu, dibuat berdasarkan jenis usaha sirtematika
sebagai berikut:
a) Pendahutuan, memuat latar betai<arrg rrraksud dan tuirtan

usaha
b) Kegiatan usaha memuat materi petaksanaan/tenaga kerja,

- produksi penjuatan / pemasaran. keuntungan dan kerugian.
c) Hambatan, memuat materi pengadaan bahan baku,

., pemasar3n, tenaga kerja, permodalan dan miti'a usaha.

Prini @ Syarnan fug. Huk:m
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BAB VIII

PEIdBINAAN

Pasat 17

" (1) Penrbinaan teknis terftadap BUMDes ditaksanakan oteh instansi'l 
Pemenntah Daerah Kabilpaten/Kota sesuai ciengan tuga dan

ungsinya

(2) Badan PMD bersama instansi terkait rnel.akukarr fasititasi teknis

- manajemen metatrri pelatihan, pendampingan dan monitoring
dan evatuasi BUMDes.

BAB IX

LAIN LAIN

Pasat 'i8

Pengaturan hat-hat yang bersifat teknis administrasi tebih tanju+-

diatur datam Peratu:'an Bupati.

BAB X

PENUTUP

Pasal i9

Peraturan Daerah, ini mtrtai bertaku sejak.tanggat diundangkan

Fl
IF

iF
g
9

,l
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Agar setiap orang
oengundangan Peraturan
Lembaran Daerah.

dapat mengetahuinya rnemerintahkan
Daerah ini dengan penempatan:;'a datam

Ditetapkandi:unaaha
Pada Tanggal : 14 Januari 2008

BUPATI KONAWE,

T.T.D

H. LUKMAN ABUNAWAS
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P[}.UELASAF! ATAS
PER.ATU RAT.I DAERA.H KABU PNTEN KONAWE

NOtvtOR TAHUN 2OO8

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

(BUMDes)

t. . u;{uJr,
Pemba.nguna;r Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan

rnerupakan tangkah strategi dalam meningkatkan cair

memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar

masyarakat, khususnya melalui penyeciiaan iapangan keria cian

mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Datam hat ini
pernerintah metatui berbagai ;jrogram tetah metaksanakan

intervensi inovatif secara iangsung kemasyorakat pe.jesaan,

antara tain metatui penggutingan dana simpan pinjam yang

secara [angsung iixetota oteh ketompok - ketompok masyarakat.

Pe:roentukan BUMDes di Desa dimaksudkan menampung
saLuruh kegiatan perekonomian yang ditunjukan untuk
meningkatkan pendapatan masyarakat, baik kegiatan
perekonomian yang berkembang menurur adat istiadat budaya

masyerakat setempat seperti ketompok arisan, Lembaga
Fkorrorni ACat serta kegiatan perekonomian yang diserahkan
kepada masyarakat datarr bentuk pnigram dan proyek dari
pemerintah dan pemerintah desa seperti : Usirha Ekonomi Desa,

Simpan Pinjam (UED-SP), Lembaga Simpan Pionjam berbasin

masyarakat (LSPBI*), Badan Kredit Desa (BKDI, Program PZKP'

Program UPK-PKK, Program PKK, Program NTMDP dan lainnya
yang berada dan berkedudukan di Desa. Disisi [ain BUMDeS

dibentuk unutk mernerangi praktek rentenir dan ijon yang masih
menghantui perkembangan ejonomi masyarakat desa-

BUMDes merupakan satu kesatuan oari Lembaga Perekonomian
yangadadiDesa)/angharusrlineliharaclehlnasvarakat
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'ltempat menurut kearifan locat, BUMDes buykan lembaga
pertankan fcrmal sebagaimana diatur datam peraturan
perbankan serta tidak termasrrk dalam system perekonomian.
Dengan demikian BUA4Des adalah system kegiatan perekonomian
masyarakat bersam Pemerintah desa setempat yang
pengetotaannya terpisahkan dari kegiatan Pemerintah Desa.

PASAL DEiI,TI PASAL

Pasal 1

Cukup jetas,

Pasal 2,

Ayat (1)

Cuk,rp Jetas

Ayat (2)
Yang dirnaksud dengan kegiatan
prugra'll.lprovek oari Pemerintah adatah sejhak
program atau proyek yang bersumber dananya
dari APBN seperti progi-am PKK, NTMDP dan
sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan
bantuan pihak l,.etiga adatah bantuan dari
dermawan atau perusahan yang bersifat tiJak
mengikat

Ayat (3)

Cukup Jelas

Cukup Jetas

il.

Pasal 3

Pasal 4
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Pasai 5

Pasai 6

Pasal 7

Pasa[ 8

Pasal 9

Pa:al 10

Pasal i 1

Pasal 12

CukuP -letas

Cukup'r Jetas

Cukup Jetas

Aya'. (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ketua Dewan Komisaris secara Ex Officio
Cijabat oleh l'.epa[a Desa dimrksudkan untuk
mcnrberikan kemudahan oatam menetusuri
danmenghimpun berbagi sumber dana bantuan yang
masuk keiesa, disamping karena kapasitasnya sebagai
adminictrator Pemerintah< Pembangunan
Kamasyarakatan. Anggota Komisaris lainnya dapat
dipitih dari unsur Badan Permusyawaratan Desa dan
unsur tain yang berkoponten datam pengelolaan
Badan Usaha didesa yang terdiri dari 3 (tiga) orang.

Crrkup Jetas

Cukup Jelas

Cukup Jetas
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Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Cukup Jetas

Cukup Jetas
Ayat (2)
Pembagian hasil usaha BUMDes untuk insentif
pengurus, kas desa dan biaya operasional serta biaya
tain-iainnya dirumuskan tebih tanjut ciatam rapat
pengurus yang dihadiri oteh Dewan Penasehat dengan
mempertimbangkan aspek-aspek yang memungkinkan
perkembangan Badan Usaha secai-a dinamis dan
motivasi kerja bagi pengurus.

Cukup -lelas

Cukup Jetas

Cukup Jelas

Cukup..ietas

Cukup Jetas
Hat-hat yang bersifat teknis adrnini:'"rasi akan diatur
tebih tanjut dengan Peraturan Bupati adatah mengenai
sanksi, modat usaha yang berasal dari kekayaan desa
dan xekayaan desa yang drpisahkan, ketentuan
rnengenai badan hukum, syarat-syarat keprngurusan
dan hat-hat yang betum diai:ur dalam perda ini

Ct kup Jelas
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1. Bagan Struktural Kepengu.-usan sebagai berikut :

TAi{8AHAN LEI,IBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN
2008 NOtioR:

UNTUK SALINAN
DISAIII.I SESUAI DENGAN ASLINYA

KABAG. HUKUft{$ETDA KAB. KONAWE,

KOMISARIS

Kepata
Urtit

Pt;nl @ Syarneh t<s. t,uwt,, 21




